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Badan Usaha Milik Negara memiliki peran penting dalam pembangunan
perekonomian nasional. Modal pendirian Badan Usaha Milik Negara berasal dari
kekayaan negara yang dipisahkan. Pendirian Badan Usaha Milik Negara bertujuan
untuk memberikan keuntungan, dan keuntungan tersebut menjadi penerimaan negara,
selain itu Badan Usaha Milik Negara juga mempunyai misi sosial yaitu menyediakan
barang dan jasa yang bermutu tinggi. Dalam menjalankan bisnis Badan Usaha Milik
Negara tentunya tidak lepas dari utang yang biasanya digunakan untuk pengembangan
usaha, ketika suatu perusahaan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utang
yang jatuh tempo kepada lebih dari satu kreditor maka perusahaan dapat dinyatakan
pailit. Apabila Badan Usaha Milik Negara mengalami kepailitan, maka hal tersebut
tidak sesuai dengan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara, dan sering terjadi
perdebatan apakah kepailitan Badan Usaha Milik Negara dapat mengakibatkan
kerugian keuangan negara. Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab yang
besar terhadap Badan Usaha Milik Negara karena Pemerintah merupakan pemegang
saham mayoritas pada Badan Usaha Milik Negara, untuk itu penting bagi kita untuk
mengetahui seperti apa peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap Badan Usaha
Milik Negara yang mengalami kepailitan.





State-Owned Enterprises have an important role in the development of the
national economy. The capital for the establishment of State-Owned Enterprises
comes from separated state assets. The establishment of State-Owned Enterprises has
the aim of obtaining profits, and these profits into state revenue, besides that State-
Owned Enterprises also have a social mission, namely to provide high-quality goods
and services. In running a State-Owned Enterprises business, of course, it cannot be
separated from the debt which is usually used for business development, when a
company does not have the ability to pay debts that are due to more than one creditor,
the company can be declared bankrupt. If the State-Owned Enterprises experiences
bankruptcy, then this is not in accordance with the purpose of establishing the State-
Owned Enterprises, then there is often debate whether the insolvency of State-Owned
Enterprises can result in state financial losses. The government has a big role and
responsibility towards State-Owned Enterprises because the Government is the
majority shareholder in State-Owned Enterprises, for this reason, it is important for
us to know what kind of role and responsibility the government has for State-Owned
Enterprises that experience bankruptcy.
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